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Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
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Lampiran 2 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 24 Nopember 2020, pukul 10.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Sekertaris Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, atas nama W.D.F. Gainaugasiray, S.Pi., M.Sc. 

 

Proses Interview Informan Sekertaris Bapelitbang 
Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah bapak mengetahui tentang perencanaan 

anggaran sebelum dan setelah perubahan refocusing 

budgeting? 

Sekban : ya saya tahu tentang perencanaan anggaran sebelum 

dan setelah perubahan refocusing budgeting 

Peneliti : “… hal-hal apa yang mendasar dan menjadi acuan yang 

harus mengalami perubahan dalam strategi anggaran 

refocusing”? 

Sekban : “… yang pertama kita beranjak pada skala prioritas, 

skala prioritas yang sudah berada didalam renstra itulah 

yang menjadi fokus, didalam skala prioritas itu kita 

melihat program-program yang ada urgensinya 

berdasarkan kondisi saat ini, misalnya ada kebutuhan 

yang terkait dengan program-program pemetaan, itu 

ada beberapa yang kami tiadakan, disemua bidang baik 

fispra, ekonomi, sosbud dan litbang.  Kami hanya 

berfokus dibidang evaluasi, rata-rata hampir semua 

kegiatan mengalami pemotongan anggaran, karena 

selain menentukan prioritas tadi, kami se-efisien 

mungkin atau efisiensi anggaran yang kami lakukan, 

yang kami lakukan efisiensi anggaran dalam tanda petik 

penghematan anggaran, akan sangat berpengaruh 
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terhadap capaian kinerja dari pada target program dan 

kegiatan.  Akan tetapi ini merupakan kondisi secara 

nasional merupakan kebijakan sehingga strategi-

strategi ini harus diambil, bahkan juga ini bisa dikatakan 

resiko dari  kebijakan yang harus dilaksanakan sebagai 

amanah dari pemerintah pusat.  Kemudian pada 

prinsipnya  kegiatan-kegiatan tetap ada, namun ada 

juga kegiatan yang kami hilangkan,  tetapi ada juga 

yang pangkas anggarannya, prinsipnya  kami berupaya 

walaupun kegiatan tersebut tidak maksimal tetapi  ada 

juga strategi yang kami siapkan untuk dianggarkan di 

tahun 2021, hal ini sudah menjadi komitmen dalam 

sistem perencanaan”. 

Peneliti : “apakah strategi sistem pemotongan anggaran atau 

bahkan penghapusan seperti yang tadi bapak bilang, 

berdampak pada kinerja kantor bapelitbang”? 

Sekban : “sesungguhnya untuk capaikan kinerja berdasarkan 

target yang  sudah ditetapkan di awal itu pasti akan 

berdampak dan memang terlihat bahwa hal-hal yang 

menjadi kebutuhan untuk menjawab target kinerja itu  

tidak maksimal”. 
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Peneliti : “selanjutnya apakah berdampak terhadap kinerja 

perencanaan”? 

Sekban : “seperti yang telah kami sampaikan tadi, pasti 

berdampak meskipun saat ini kami belum mengadakan 

pengukuran, tapi klo dari kinerja perencanaan mungkin 

dari sisi efisiensi waktu, karena ada beberap dokumen 

perencanaan yang telah kami susun, misalnya tugas 

utama bapelitbang untuk Bersama-sama menyusun 

dokumen perncanaan daerah, itu yang molor. Karena 

ada proses dimana  kita melakukan perubahan dalam 

proses refocusing ini sudah cukup menyita waktu.  

Walaupun sudah ada time limit tapi hal ini menyebabkan 

tugas-tugas rutin yang kami lakukan setiap saat itu 

menjadi ikut molor. Belum lagi kondisi ini setelah 

refocusing kami dihadapkan dengan adanya kebijakan 

baru tentang klasifikasi  dan nomenklatur perencanaan 

pembangunan dan penganggaran daerah, terdapat 

pada permendagri 90 tahun 2019. 

Hal ini membuat kami melakukan perbaikan dan 

penyesuaian program/kegiatan disemua OPD, 

sehingga cukup menyita waktu dan untuk tahun ini 
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dipastikan terjadi  kinerja kita yang menurun, tetapi 

untuk kualitas menurut kami tidak ada masalah”. 

Peneliti : “tadi bapak bilang menyita waktu, artinya apakah 

penyampaian dokumen reocusing ke pemerintah pusat 

terlambat”? 

Sekban : “sebenarnya untuk penyampaian dokumen 

refocusingnya tidak terlambat, hanya menyita waktu 

sehingga menggangu dokumen perencanaan yang lain 

yang terlambat. Dalam arti kalo untuk refocusing 

internal bapelitbang tidak mengalami keterlambatan, 

tetapi kalo mengenai APBD keseluruhan bisa langsung 

di tanyakan kepada Kepala Bapelitbng selaku Tim 

Anggaran”. 

Peneliti : “Refocusing Budgeting ini yang dilakukan bapelitbang, 

apakah hanya dilakukan oleh sekretariat ataukah 

dilakukan juga oleh bidang-bidang lain”? 

Sekban : “refocusing budgeting dilakukan juga disemua bidang, 

kami sebagai fungsi koordinasi dan koordinator 

diperencanaan di internal bapelitbang. Sehingga semua 

bidang kami libatkan”. 
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Lampiran 3 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 25 Nopember 2020, pukul 09.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Kepala Bidang Sosial Budaya Bapelitbang 

Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama H. Haluruk. SP., MH. 

 

Proses Interview Informan Kabid Sosial Budaya 
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah setelah refocusing budgeting terjadi 

peningkatan anggaran atau penurunan anggaran pada 

bidang yang bapak pimpin? 

Kabid 

Sosbud 

: “jika melihat pada DPA APBD 2020 murni sebelum 

perubahan, itukan ada 3 (tiga) kegiatan yang harus 

dilakukan oleh bidang Sosbud,  namun karena 

refocusing sehingga ada 2 (dua) kegiatan itu 

dihilangkan, 1 (satu) tetap, untuk rapat koordinasi 

bidang sosbud semua dihilangkan, jadi cuma 1 (satu) 

kegiatan saja yang dijalankan pada saat ini” 

Peneliti : ketika sudah berjalan kegiatan, otomatis terjadi 

perubahan perilaku didalam kantor, apakah 

berpengaruh positif, dalam arti tingkat kesibukan atau 

tingkat kinerja berkurang atau sama? 

Kabid 

Sosbud 

: “jadi kalau keseharian, jelas pasti ada sedikit 

kekurangan dari pada kegiatan, karena kalau untuk 

kegiatan rutin bapelitbang itu kami selalu dilibatkan, 

Cuma untuk bidang kami yang 4 kegiatan lalu 2 

dihilangkan sehingga jelas kinerja kita turun satu 

kegiatan sehingga kinerja sedikit menurun, kebetulan 

satu kegiatan juga telah selesai dilaksanakan sehingga 

sampai dengan saat sekarang ini kita juga tidak 
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mendapat anggaran perubahan, sehingga sampai 

sekarang semua kegiatan dibidang  sosbud telah 

selesai dilaksanakan” 

Peneliti : apakah pada bidang bapak hanya rapat koordinasi saja 

yang dihilangkan? 

Kabid 

Sosbud 

: “untuk 2 kegiatan tadi telah dihilangkan, sedangkan 

untuk rapat koordinasi perjalanan dinas keluar daerah 

semua telah dihapus Cuma kalo rapat-rapat internal  

dengan OPD Mitra itu tetap ada jadi perjalanan dinas 

keluar daerah Jakarta, ambon semua dihapus”. 

Peneliti : dampaknya setelah dihapusnya kegiatan rapat 

koordinasi keluar daerah, apakah bapak masih bisa 

berkomunikasi dengan luar daerah apa tidak? 

Kabid 

Sosbud 

: “… kami kebanyakan pada saat inni menggunakan 

komunikasi dengan sistem zoom meeting, ada 

beberapah contoh, misalnya untuk kegiatan kami untuk 

tahun ini, kegiatan  kajian kesenjangan Pendidikan itu, 

kami berkerjasama dengan Universitas Pattimura 

Ambon dalam pembahasan kita, mereka tidak mungkin 

datang dan kami juga tidak mungkin kesana sehingga 
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kami menggunakan pembasan sistem pelaporan 

menggunakan zoom meeting”. 

Peneliti : apakah efisien dan efektif atau tidak menggunakan 

rapat dengan sistem zoom meeting? 

Kabid 

Sosbud 

: “… menurut saya cukup efisien, karena apabila kita 

koordinasi ke ambon hanya antara pihak unipati dan 

kami,  tapi kalo mereka (unipati) datang kesini pasti kita 

melibatkan orang-orang sini, nah sekarang dalam 

keadaan covid begini tidak mungkin kita mengumpulkan 

orang banyak,  kalau melalui zoom itu, sehingga 

meskipun orang itu dikantor dinasnya masing-masing 

atau stake holder terkait, mereka bisa sama-sama 

memberikan masukan atau memboboti kegiatan 

dokumen kajian ini, jadi saya pikir  bagus juga”. 

Peneliti : apakah dengan anggaran refocusing ini bapak bisa 

jalan maksimal apa tidak dengan kegiatan-kegiatan 

yang ada? 

Kabid 

Sosbud 

: “kalo untuk satu kegiatan ini katong bisa berjalan 

maksimal…”. 

Peneliti : apakah menggangu dokumen perencanaannya bapak 

apa tidak dengan adanya refocusing ini? 
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Kabid 

Sosbud 

: “mengganggu sih pasti mengganggu, cuma tidak terlalu 

signifikan, lagian ini juga sudah keadaan global bukan 

karena kesengajaan Cuma karena keadaan, sehingga 

mau dan tidak mau kita harus melaksanakan kegiatan 

itu semaksimal mungkin bisa jalan dan bisa punya nilai 

dan manfaat itu harus ada”. 

Peneliti ; terkait dengan perubahan / refocusing ini apakah bapak 

merubah sesuai dengan arahan surat (regulasi pusat)? 

Kabid 

Sosbud 

: “itu harus 50% dari APBD untuk penanganan covid,  kita 

juga di bappeda diberikan pagu yang hampir setengah,  

jadi kita semua harus menyesuaikan pagu yang 

diberikan oleh TPAD berdasarkan Surat dari 

kementrian”. 

Peneliti : untuk pemotongan anggaran refocusing budgeting, 

strategi apa yang bapak terapkan? 

Kabid 

Sosbud 

: “itu berdasarkan himbauan dari pimpinan kepada setiap 

bidang dengan PAGU yang sudah ditentukan, kita 

mengurangi sekian sesuai pagu yang sudah 

ditetapkkan itu”. 

Peneliti : strategi apa yang digunakan, dalam arti mana kegiatan 

yang bisa dipotong dan mana yang bisa jalan tahun ini? 
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Pertimbangannya apa untuk pemotongan anggaran 

tersebut? 

Kabid 

Sosbud 

: “untuk kajian, pertama sangat mendesak, kita juga 

sudah kontak dengan pihak ketiga yang akan 

melaksanakan, membantu kita di penyusunan 

dokumen-dokumen ini, sehingga kami berpikir kegiatan 

ini harus didahulukan”. 

Peneliti : kenapa kegiatan lain harus dipotong? 

Kabid 

Sosbud 

: “pertimbangannya karena aturan refocusing 50%, 

kedua karena pertimbangan kegiatan tersebut masih 

bisa ditolerir untuk tahun berikut, sedangkan dokumen 

ini harus dilakukan karena terkait dengan penyusunan 

RPJMD tahun berikut, dokumen ini akan membantu 

teman-teman dan stake holder untuk rencana 5 tahun 

kedepan termasuk RPJMD sehingga dokumennya 

harus  dibuat” 
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Lampiran 4 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 25 Nopember 2020, pukul 10.30 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang Kabupaten 

Kepulauan Aru, atas nama Rensya Stani Imuly, SE 

 

Proses Interview Informan Kabid Ekonomi 
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah Bidang Ekonomi juga mengalami refocusing 

budgeting? 

Kabid 

Ekonomi 

: “iya, pada bidang ekonomi juga terjadi refocusing 

budgeting” 

Peneliti :  sebelum refocusing budgeting ada berapa kegiatan 

pada APBD Murni ekonomi tahun 2020 dan setelah 

refocusing budgeting tersisa berapa kegiatan? 

Kabid 

Ekonomi 

: “katong sebelum refocusing itu ada 3 kegiatan dan 

setelah refocusing hanya ada 1 kegiatan yang jalan, 

kami di bidang ekonomi pemotongan terjadi pada rapat 

koordinasi dan kajian, sedangkan untuk monitoring 

kegiatan masih tetap ada”. 

Peneliti : dengan pemotongan anggaran otomatis terjadi 

perubahan perilaku, apakah perubahan perilaku 

berpengaruh terhadap kinerja dari bidang ekonomi? 

Kabid 

Ekonomi 

: “….saat ini bidang ekonomi tidak terlalu sibuk dan lebih 

banyak santai, hal ini disebabkan karena beban 

kerjanya berkurang…” 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 26 Nopember 2020, pukul 10.30 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang Kabupaten 

Kepulauan Aru, atas nama Novrianti Palente, S.Hut 

 

Proses Interview Informan Kabid Litbang 
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : ada berapa program/kegiatan sebelum refocusing 

budgeting dan setelah terjadinya refocusing budgeting 

pada bidang litbang? 

Kabid 

Litbang 

: “dari bidang litbang sendiri sebelum refocusing dan 

pada saat masih menggunakan APBD Murni terdapat 2 

program yaitu program pengembangan perencanaan 

daerah dan pengembangan data informasi, dan 

memiliki 12 kegiatan, nah dari 12 kegiatan dari APBD 

Murni kemudian refocusing itu dia menjadi 9 kegiatan, 

jadi ada 3 kegiatan di hapus, tetapi ada kegiatan-

kegiatan lain juga dihapus” 

Peneliti : pada bidang litbang terdapat perubahan anggaran 

refocusing berupa pengurangan anggaran? 

Kabid 

Litbang 

: iya, refocusing menyebabkan terjadi perubahan 

pengurangan anggaran 

Peneliti : Apakah refocusing budgeting dan terjadi pengurangan 

anggaran  mempengaruhi perilaku aktifitas kinerja 

dibidang litbang? 

Kabid 

Litbang 

: “untuk pelaksanaan kegiatan seng optimal, terutama 

untuk penyusunan-penyusunan dokumen, karena 

katong kebanyakan di bidang litbang  sendiri kan 



 

 

220 

kebanyakan penyusunan dokumen perencanaan 

daerah dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

daerah, nah itu yang kurang optimal karena ada data 

yang harus ambil dilapangan dan kendalanya kemarin 

karena ada pengurangan anggaran” 

Peneliti : apa solusi yang diambil dari tidak optimalnya kegiatan? 

Kabid 

Litbang 

: “tetap jalan kegiatannya dengan memanfaatkan 

anggaran seoptimal mungkin”, misalnya untuk rapat 

koordinasi keluar daerah yang telah dihapus 

anggarannya, kami menggantinya dengan cara 

melakukan rapat via zoom meeting. 
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Lampiran 6 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 30 Nopember 2020, pukul 09.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapelitbang 

Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama L.F.M. Haumahu. SP.MH 

 

Proses Interview Informan Kabid Fispra 
Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah apakah refocusing budgeting dilakukan juga 

oleh bidang fispra bapelitbang? 

Kabid Fispra : “…secara terinci pemotongan anggaran berdasarkan 

pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh TAPD, 

pemotongan anggaran diakukan berdasarkan indikator 

kinerja dan capaian jika tidak tercapai, yang jelas 

pemotongan anggaran semua terjadi juga di bidang 

fispra, rata-rata semua karena harus 50% dari pagu 

APBD”. 

“50% ini berlaku untuk semua OPD termasuk bidang 

fispra,  rata-rata itu supaya dia terjadi 50% itu biasanya 

katong lepas 50% tapi melihat deng covid itu lebih 

banyak pada waktu pekerjaan-pekerjaan paketan itu, 

misalny ada surat dari Menteri dalam negeri untuk 

pemotongan semua paket DAK bahwa tidak bisa di 

alokasikan di APBD 2019, jadi waktu katong masukan 

DAK di APBD murni itu kan berdasarkan PMK jug, tapi 

pada waktu covid ada surat juga dari Menteri keuangan 

untuk melepaskan semua DAK, selain itu perjalananan 

dinas pada masa sebelum covid dan setelah covid 

harus ada penyesuaian, frekewensi dalam keadaan 

normal dan tidak normal itu beda kami melepas 
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perjalanan dinas juga disitu, makan minum yang 

melibatkan banyak orang juga dilepaskan, jadi semua 

dinas termasuk bidang fispra juga mengalami 

pemotongan 50%” 

Peneliti : berarti bukan hanya kegiatan yang dilepas (hapus) 

tetapi program juga? 

Kabid Fispra : “iya, program yang berhubungan dengan infrastruktur 

yang tidak berhubungan langsung dengan covid,  

kecuali air bersih.  Tetapi jika pembangunan pagar atau 

pembangunan-pembangunan fisik yang lain akan 

dilepas (hapus)”. 

Peneliti : ketika terjadinya pemotongan anggaran, apakah terjadi 

perubahan perilaku terhadap kinerja? 

Kabid Fispra : iya, berarti ada indikator yang tidak bisa katong capai di 

tahun ini akibat dari pemotongan anggaran yang ada, 

karena lebih diprioritaskan untuk pencegahan covid. 

Karena berdasarkan data covid, aru tidak terlalu banyak 

hanya 7 orang yang menderita covid19, akan tetapi 

dana pencegahan sangat besar sekitar 59 milyar. 

Peneliti : solusi dari perubahan perilaku kinerja akibat 

pemotongan anggaran? 
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Kabid Fispra : “untuk masalah perjalanan dinas luar daerah meskipun 

dipotong rata-rata tujuannya bisa dicapai melalui rapat 

daring, sedangkan untuk pelaporan-pelaporan melalui 

soft copy (email), meskipun menurut beta itu kurang 

efektif karena ketika rapat daring katong bisa hadir 

sambal matikan video hal ini membuat orang tersebut 

seakan-akan dia hadir tapi sebenarnya dia zeng ada 

ditempat tersebut karena memang secara nyata kita 

tidak bisa liat dan pantau”. 

“kalau untuk program/kegiatan ditahun 2020 tidak 

tercapai bisa saja dimasukan lagi di 2021, bisa 

kemungkinan bisa, bisa kemungkinan tidak. Mengapa 

begitu, karena 2021 ini katong masih kelanjutaan 

pencegahan covid19, otomatis belanja-belanja OPD 

masih berjalan untuk kebutuhan covid19 tapi menurut 

beta tidak semua program/kegiatan yang dimasukan 

atau dilepaskan di tahun 2020 bisa muncul lagi di 2021, 

karena adanya permendagri 90 ini artinya katong harus 

masukan  kegiatan sampai dengan sub kegiatan sesuai 

permendagri 90 yang terbaru. Yang kedua pagu 

anggaran sebagian besar akan dipakai untuk 

rehabilitasi covid19, otomatis kegiatan berikutnya zeng 
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akan tercapai jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang 

mendukung, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi dan 

pemulihan kesehatan. Jadi bidang fispra akan lebih 

fokus kepada pecegahan bukan rehabilitasi 

dikarenakan jumlah pasien positif hanya 7 orang tapi 

pencegahan  covid19 untuk pemulihan ekonomi optimis 

akan tercapai” 

Peneliti : siapa yang memiliki kewenangan untuk memotong 

anggaran dibidang? 

Kabid Fispra : “…kalo katong untuk pemotongan anggaran dilakukan 

oleh masing-masing bidang dengan berdasarkan 

arahan dari kepala badan” 
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Lampiran 7 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 01 Desember 2020, pukul 10.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Kepulauan 

Aru, Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru 

Provinsi Maluku.  Informan Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru, 

atas nama Adolof Pokar, S.Pi., M.Si. 

 

Proses Interview Informan Kepala Bapelitbang 
Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : mohon bapak memberikan penjelasan terkait refocusing 

budgeting yang terjadi pada Bapelitbang? 

Kepala 

Bapelitbang 

: “Di Bapelitbang proses penyesuaian (anggaran) 

disesuaikan dengan pemerintahan daerah, kita juga 

berproses awal dengan refocusing terhadap anggaran 

yang ada di pemerintah daerah. Namun dijalan dalam 

refocusing tidak dilaksanakan dengan baik karena di 

tengah jalan harus melaksanakan penyesuaian kembali 

dengan terbitnya Permendagri nomor 90/2019, 

kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan bupati lalu 

kemudian bapelitbang melakukan penyesuaian 

terhadap proses anggaran yang ada daerah 

disesuaikan dengan kondisi saat itu”. 

“Bapelitbang melakukan rasionalisasi berdasarkan 

keputusan 2 menteri keuangan dan Menteri dalam 

negeri sebesar 50%, bahkan bapelitbang melakukan 

penyesuaian hingga  50 sekian persen”. 

Peneliti : artinya anggaran yang dilepas atau di hapus itu 

anggarannya akan dialihkan untuk penanganan 

covid19? 
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Kepala 

Bapelitbang 

: “iya benar, anggaran yang dilepas atau dihapus akan 

dialihkan untuk penanganan covid-19” 

Peneliti : strategi apa yang bapak terapkan dengan anggaran 

yang kecil sehingga kantor ini bisa tetap berjalan? 

Kepala 

Bapelitbang 

; “kalo untuk bapelitbang, memang ada kegiatan-

kegiatan yang diprioritaskan dan ada kegiatan-kegiatan 

yang tidak diprioritaskan, seperti rutin kantor  

diprioritaskan sedangkan untuk kegiatan-kegiatan 

penunjang itu kami tiadakan, bukan berarti kegiatan 

penunjang tidak penting, sebenarnya penting namun 

tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian target 

yang sudah direncanakan, ada kegiatan-kegiatan kajian 

yang kami berpikir masih bisa ditunda untuk tahun 

berikutnya.  Memang sesungguhnya dalam kenyataan 

capaian target pembangunan yang direncanakan 

sesungguhnya tidak tercapai secara maksimal” 

Peneliti : jika tidak tercapai secara maksimal solusinya 

bagaimana? Apakah dipindahkan ketahun berikutnya 

atau bagaimana? 

Kepala 

Bapelitbang 

: “pada prinsipnya karena mempertimbangkan dengan 

kondisi keuangan daerah dan ketersediaan keuangan 

ke OPD sehingga  ada beberapa kegiatan-kegiatan 
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yang telah diretul di kondisi 2020 kemudian  ditindah 

lanjuti di tahun 2021” 

Peneliti : apakah ada pengaruh internal kedalam target kinerja 

setelah mengalami refocusing budgeting/rasionalisasi 

anggaran? 

Kepala 

Bapelitbang 

: “otomatis mempengaruhi pencapaian output yang 

sudah direncanakan, karena yang sudah ditargetkan 

sekian kemudian dalam hal refocusing itu anggaran 

yang sudah direncanakan sebelumnya ditiadakan 

otomatis ada kegiatan-kegiatan yangmenunjang 

capaian indikator kinerja di OPD itu tidak jalan dengan 

demikan akan mempengaruhi indikator di 2020 untuk 

bapelitbang” 

Peneliti : pengambilan kebijakan untuk melepaskan atau 

menghapus anggaran kegiatan itu di ambil oleh bapak 

atau bidang? 

Kepala 

Bapelitbang 

: “kalau untuk bapelitbang, semuanya diserahkan ke 

bidang jadi bidang yang memutuskan mana kegiatan 

yang akan dipertahankan  mana kegiatan yang perlu 

dilakukan rasionalisasi”. 
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“…namun ada hal-hal tertentu ketika melakukan 

rasionalisasi menjadi pertimbangan kepala badan untuk 

dipertahankan atau dilepas”. 
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Lampiran 8 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 30 Nopember 2020, pukul 14.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, 

Jalan Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi 

Maluku.  Informan Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama 

Drs, Moh. Djumpa, M.Si 

 

Proses Interview Informan Sekertaris Daerah 
Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah bapak bisa menceritakan proses refocusing 

budgeting? 

Sekda Kep 

Aru 

: “jadi ini kusus untuk kabupaten kepulauan aru, tentunya 

sama dengan kabupaten/kota di daerah lain refocusing 

budgeting APBD itu  merupakan suatu keharusan yang 

harus kita laksanakan dalam rangka penanganan 

corona viris covid19 dan juga untuk penanganan 

dampak sosial ekonomi masyarakat akibat karena 

dampak  dari covid19 itu. Sehingga kita di daerah 

Bersama di DPRD itu kita lakukan refocusing  dengan 

mempertimbangkan  aspek regulasi yang ada, 

kemudian aspek kebutuhan tanpa kita harus 

mengorbankan seluruh tugas-tugas pokok bagi 

organisasi perangkat daerah yang ada. Sehingga 

meskipun refocusing itu terjadi, bahkan terjadi juga 

pemotongan anggaran DAU kita yang 10% itu tetap saja 

kita upayakan sehingga pada saat kita refocusing OPD 

yang merupakan perpanjangan tangan dari pada 

pemerintah daerah ini bisa melaksanakan  tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan 

kemasyarakatan. Meskipun menggunakan anggaran 

yang terbatas dan itu mulai kita rasionalisasikan yang 
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pertama itu pada belanja modal kita sesuai dengan 

petunjuk, aturan itu kita harus melaksanakan 

rasionalisasi sebesar 50% dan juga pada belanja 

barang dan jasa dan ini memang sangat terkait  dengan 

dokumen anggaran yang ada pada organisasi daerah 

perangkat kita.  Karena yang kita potong sudah barang 

tentu kegitan-kegiatan belanja barang dan jasa atau 

program kegiatan yang dialokasikan  untuk kegiatan-

kegiatan OPD itu ada pada belanja barang dan jasa 

kemudian ada juga belanja modal bagi instansi-instansi 

tehnis itu kita laksanakan.  Alhamdulilah sampai dengan 

selesai kita lakukan refocusing kemudian kita evaluasi 

di Tim Anggaran Propinsi dan bahkan sampai ke 

kementrian dalam negeri apa yang sudah kita lakukan 

itu dianggap tidak bermasalah dan disetujui sehingga 

kita bisa  laksanakan sampai dengan APBD Perubahan, 

jadi di APBD Perubahan termasuk apa yang sudah  kita 

lakukan didalam refocusing anggaran  APBD kita itu 

juga kita jabarkan disana”. 

Peneliti : apakah proses refocusing ini diketahui juga oleh DPRD 

untuk kesepakatan anggaran ini? 
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Sekda Kep 

Aru 

: “kita di Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru, refocusing 

itu sebetulnya disesuaikan dengan aturan maka 

diberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah 

Daerah dalam hal ini eksekutif, DPRD itu nanti hanya 

diberi tahu. Tetapi kita didaerah tidak seperti itu, jadi 

tetap pemda bersama-sama dengan DPRD kita minta 

mereka juga untuk bisa  bersama-sama dengan kita 

melihat pos-pos anggaran.  Khususnya belanja barang 

dan jasa, belanja modal yang harus kita sesuaikan 

dengan regulasi  50% yang diminta oleh pemerintah 

pusat dan ini semua memang hasilnya kita dapatkan 

kurang lebih  56 milyar, kita tampung untuk pelaksanaan 

pencegahan penanganan dampak covid-19 dan 

pemulihan ekonomi, dan itu sampai saat ini sudah kita 

laksanakan”. 

Peneliti : refocusing budgeting/rasionalisasi anggaran di 

bapelitbang, pengambilan kebijakan untuk melepaskan 

atau menghapus anggaran kegiatan itu di ambil oleh 

sekda atau dikembalikan pada OPD Bapelitbang? 

Sekda Kep 

Aru 

: “kebijakan refocusing itu sudah disemester kedua, jadi 

sudah barang tentu di 6 bulan pertama OPD sudah 

melaksanakan kegiatan baik dari post  belanja barang 
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dan jasa maupun pos belanja modal, sehingga untuk 

refocusing itu sendiri kita memberikan kesempatan  

pertama kepada Organisasi Perangkat Daerah bukan 

hanya bapelitbang tapi semua perangkat Daerah  untuk 

melihat, kegiatan-kegiatan yang mana yan sudah 

dilaksanakan  yang tidak mungkin kita potong, yang bisa 

kita potong itu  kegiatan-kegiatan yang memang  belum 

dilaksanakan. Tetapi untuk mendapatkan 50% belanja 

barang dan jasa maka kita tidak melihat satu OPD saja, 

karena secara keseluruhan  dari APBD kita prosentase 

50% itu yang kita cari, sehingga bisa saja di satu OPD 

bisa lebih dari 50%, sementara mungkin di OPD lain 

bisa saja kurang dari 50%, tapi secara keseluruhan 

akumulatif APBD kita dari belanja barang dan jasa, 

belanja modal itu kita  di kabupaten kepulauan aru tidak 

bisa mencapai 50% dari belanja barang dan jasa kita 

mentok disekitar 40% lebih jadi kalo kita paksakan 50% 

ini tidak bisa dan untuk kita kita kembali konsuktasikan 

ini dengan pemerintah provinsi sampai dengen 

kementrian dalam negeri dan keuangan dan bisa 

dimengerti karena memang kondisi keuangan daerah 

hanya bisa seperti itu.  Jadi tidak bapelitbang saja 

semua OPD diberikan kesempatan untuk menyusun 
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memangkas sendiri terutama kegiatan-kegiatan karena 

kalo TAPD yang memotong  bisa saja yang kita potong 

itu yang sudah dilaksanakan, ini nanti bisa jadi masalah 

atau menyimpang, jadi kita beri kesempatan kepada 

seluruh OPD  kegiatan mana yang belum dilaksanakan 

itu yang dipotong sementara kegiatan yang sudah 

dilaksanakan itu tidak boleh” 

Peneliti : Refocusing budgeting/rasioanalisasi pemotongan 

anggaran otomatis terjadi perubahan perilaku, apakah 

perubahan perilaku berpengaruh terhadap dokumen 

anggaran dan kinerja pemerintah daerah? 

Sekda Kep 

Aru 

: “kalo mengganggu kinerja pemerintah daerah sudah 

barang tentu, karena kinerja dalam bentuk kegiatan  itu 

juga membutuhkan anggaran, apabila anggaran tidak 

tersedia apa yang sudah kita targetkan satu tahun  

kegiatan dan program yang harus kita laksanakan 

tentunya dengan adanya refocusing anggaran ini berarti  

ada program/kegiatan yang kita pending tidak 

dilaksanakan.   Kalau kita menggunakan indikator 

penilaian  maka sudah barang tentu target-target kinerja  

yang sudah kita tetapkan satu tahun itu tidak tercapai 

disebabkan karena ada pemotongan anggaran dari 
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belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk 

pelaksanaan tupoksi OPD ini dialihkan untuk 

penanganan dan pencegahan corona virus disease 

(covid-19) dan juga untuk pemulihan dampak sosial 

ekonomi dari pada covid-19 ini.   Jadi itu  kita bentuk 

dalam kegiatan bantuan-bantuan sosial, pemberian 

bantuan kepada masyarakat dan sebagainya itu ada 

langsung  dalam bentuk sembako ada langsung dalam 

bentuk bahan-bahan pangan, ada langsung juga dalam 

bentuk bibit, peralatan perikanan yang bisa digunakan 

oleh masyarakat untuk  meningkatkan pendapatannya, 

jadi dari sisi kinerja mempengaruhi”. 

“Dari dokumen perencanaan juga mempengaruhi 

karena mengalami perubahan pergeseran anggaran, 

dan perubahan ada terjadi perubahan dokumen 

pengurangan kegiatan, kalo normal ada kegiatan yang 

kita tambahkan akan tetapi untuk kondisi saat ini banyak 

kita pending”. 

Peneliti : apakah program/kegiatan yang dipending atau tidak 

bisa dilaksanakan di 2020 di pindahkan di tahun 2021 

atau tetap dihapus? 
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Sekda Kep 

Aru 

: “kebetulan di kita punya dokumen pelaksanaan RPJMD  

berakhir di 2020, di tahun 2021 ini kita masuk di RPJMD 

berikutnya 2021-2025, pada prinsipnya 

program/kegiatan yang merupakan prioritas yang harus 

dilaksanakan dan itu tertuang di RPJMD kita dan ini 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pada 

OPD masing-masing, tetapi yang harus kita 

pertimbangkan juga  ada kebijakan pemerintah pusat 

terkait permendagri 90 tahun 2019,itu masih tetap fokus 

terhadap pemulihan ekonomi jadi semua OPD harus 

menyusun berdasarkan pemulihan ekonomi, dan harus 

di daerah didukung walaupaun anggaran di daerah 

terbatas”. 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 26 Nopember 2020, pukul 16.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, 

Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi 

Maluku.  Informan Bupati Kepulauan Aru, atas nama Johan Gonga 

Peneliti : apakah bapak mengetahui proses terjadinya refocusing 

budgeting di Aru? 

Proses Interview Informan Bupati  

Kepulauan Aru 
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Bupati Kep 

Aru 

: “awalnya itu sekitar bulan pebruari kami mendapat surat 

dari kementrian untuk membentuk satgas covid19, akan 

tetapi karena jumlah covid19 makin naik akhirnya keluar 

aturan baru lagi dari pemerintah pusat yang harus 

refocusing dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan 

Mendagri, yang harus mengalokasi anggaran, jadi 

refocusing ini kita harus mengalokasikan anggaran 

sebesar 50% dari belanja barang dan jasa ke belanja 

tak terduga untuk dipakai di penanganan covid19 

Katorang terakhir rasionalisasi  itu tidak sampai 50% 

yang dipotong dari belanja barang jasa dan modal”. 

Peneliti : apakah pemotongan anggaran mempengaru kinerja 

pemerintahan? 

Bupati : “pasti mempengaruhi kinerja karena kegiatan rata-rata 

dipotong atau dihilangkan hanya tersisa operasional, 

jadi dengan sendirinya pasti mengganggu”.. 

“tapi positifnya dengan adalany alokasi dana ke covid 

ada penggulangan covid dan penanggulangan 

dapampak ekonomi dan dampaknya langsung ke 

masyarakat” 
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Lampiran 10 

Dokumentasi Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draft transkrip Interview 

Transkrip hasil interview tanggal 03 Desember 2020, pukul 09.00 

WIT di lokasi situs penelitian, Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, 

Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Provinsi 

Maluku.  Informan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin 

Belsigawai. 

Proses Interview Informan Ketua DPRD  

Kabupaten Kepulauan Aru 
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Peneliti : apakah bapak ketua bisa menceritakan proses 

refocusing budgeting? 

Ketua 

DPRD 

: “pertama katong bahas APBD 2020 itu di bulan 

Nopember 2019 dan ketuk palu di tanggal 31 desember 

2019, setelah itu karena ada covid19 katong refocusing, 

jadi belanja-belanja modal yang sudah direncanakan 

pemerintah daerah itu kebanyakan katong hilangkan 

dia, lalu katong alihkan ke covid19 dalam bentuk 

bantuan sosial dan lain-lain” 

Peneliti : apakah refocusing budgeting tidak mengganggu 

dokumen-dokumen anggaran yang lain pak ketua? 

Dalam arti apakah anggaran covid19 masih 

menggunakan perda atau surat keputusan bupati? 

Ketua 

DPRD 

: “refocusing itu katong pake peraturan Menteri keuangan 

tapi kesepakatannya pake peraturan bupati.   Jadi 

pendekatan menggunakan peraturan Menteri keuangan 

sedangkan penetapan anggarannya pake peraturan 

bupati” 

Peneliti : ketika ada refocusing budgeting terjadi perubahan 

perilaku baik aktifitas kantor maupun perlakuan 
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keuangan, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintahan daerah? 

Ketua 

DPRD 

: “iya agak sedikit berpengaruh karena memang, contoh 

lainnya harus ada perjalanan dinas luar baik dinas A 

dinas B, tapi karena terjadinya refocusing maka katong 

harus harus kurangi dong punya perjalanan dinas, baik 

diluar maupun didalam, nah itu berpengaruh  terhadap 

proses pemerintahan daerah, misalnya fungsi tanggung 

jawab dia untuk dia kontrol dia punya program itu 

berpengaruh, misalnya tadinya dia harus berangkat ke 

Jakarta untuk kawal programnya ternyata karena terjadi 

refocusing katong potong dia punya perjalanan dinas di 

kurangi, kemudia ke kampung-kampung juga seperti itu” 

Peneliti : Apa solusi yang dilakukan setelah terjadinya 

pemotongan anggaran? 

Ketua 

DPRD 

 “kalo di DPRD hampir 9 milyar yang dipotong untuk 

refocusing baik perjalanan dinas diluar dan dalam 

daerah, itu juga katong potong jadi berpengaruh 

terhadap katong pu sistem pemerintahan sebelum 

refocusing maupun sesudah refocusing”, “sedangkan 

solusinya adalah dengan melakukan rapat via daring”. 
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Lampiran 11 

Hasil Koding NVivo12 
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Visualisasi Diagram Notes and 
Case hasil koding NVivo12 

Data Transkrip
Wawancara

Strategi
refocusing Di

Dobo

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes
Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Codes

Kegiatan Rapat
Koordinasi

Keluar Daerah

Makan minum
kegiatan

Infrastruktur air
bersih

1. Dampak
Positif Kebijakan

Refocusing
Anggaran
(Efisiensi

Anggaran)

Perubahan
Perilaku

Anggaran
Perbub APBD

2020 OPD
Bapelitbang

Pemotongan
Anggaran

Skala Prioritas

Solusi pengganti
rapat koordinasi

Solusi DAK Fisik
Infrastruktur

Solusi Kajian
Non prioritas

Solusi Makan
minum kegiatan

Sub Tujuan
Refocusing
Budgeting

Kajian Non
Prioritas

Efektifitas
Program
Kegiatan

2. Dampak
Negatif Efisiensi

Anggaran

Kajian Skala
Prioritas

Efisiensi waktu
terbuang
(kinerja

menurun)
nganggur

Efisiensi waktu
terbuang untuk

revisi APBD
Refocusing

FENOMENA
COVID-19

Perda APBD TA
2020 sebelum

refocusing

Pembagian
kerja tidak
seimbang

(beban kerja
berkurang)

Target capaian
program

kegiatan tidak
terpenuhi

Perubahan
Perilaku (Sistem
UU) Inpres 4 Thn

2020, Perpu 1
Thn 2020, SKB 2

Menteri dll

Skala Non
Prioritas

Tujuan
Refocusing

Budgeting OPD
Bapelitbang

Belanja Modal

DAK Fisik
Infrastruktur

Belanja Barang
dan Jasa

Hubungan
Perubahan
Regulasi

Refocusing
Budgeting dan

RPJMD

Kegiatan Rutin
Kantor (ATK,

Listrik,
Kebersihan) dll

Kegiatan
Evaluasi

Pelaksanaan
Dokumen

Perencanaan

Kabid Fispra

Kabid Sosbud

Kabid Ekonomi

Kabid Litbang

Sekretaris
Bapelitbang

Kepala
Bapelitbang

Bupati
Kepulauan Aru

Ketua DPRD
Kab Kep Aru

Sekda
Kepulauan Aru
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perda Kabupaten Kepulauan Aru 

Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 
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Lampiran 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Perbup Kabupaten Kepulauan Aru 

Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 
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Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2O2O

TEI{TANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

a. bahwa d.ngan ditotaPkainya Undang-Urdana Nollor 20 Tahun 20 19 tentang Anggaialr Pendapatan dan Bcl.4ia Negara T6nun Anegarai 2020, pcrlu
_ +jabarkan qahm Anggaran Pcadapatan dan Belanja Dactalr lGbupatcn Kcpulauan Aru Tahun Ans8aran 2O2O;b bahroa berda€arkan pertimbangan scbaSairoana dim.ksud pada huruf a, perlu a€netapkan-Pcretulgn Bupati tcrtang p.r{abaran Ar,ggsrar

Pendapatsn dan Bcl,anja Daerah Tahun AngSaran 2O2O,

r. Undsng-Undang Noaot 17 Tahun 2OO3 tentErrg Keuangaa [.8ara(Lembaraa NeSara Republik Indonesia Tahun 2OO3 omo6 47, TaEbahan L€Ebarsn
N€gara t abaran Ncgara Repubtft Indorcsia NoEor 42861;2. UtdanS-Undaag NoEor 40 Tahun 2OO3 terfrra P.,ab€nhrkan lGbupater Seram B€gian Tinur, Kabupat€n Scr6a BaAia! Barat d€n Itubupatcn
Kepulauan Aru di hovinsi rvlaluku tl€tabaran N.gaB Rcpublik lndonesia Tahurr 2003 NoEor 155, TEmbahar L€Elbaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor ,+:)5O);

3. Undara-Unda4g Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbcrdaharaan Negara (Labarall Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 NoEor S, Tambahan
Labaian Ncaara Republik hdon€sia Norror 4355);4. UndsrIa-Undang Nomd 15 Tahurr 2004 tentang Pengelolaa d€n TarEgungiawab I(cuanaa:r Ncgara (Lenberen Negara Rcpublik
Indoa6ia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tembahan t abarcIl N€gara Republik Indonesia Noaor +4OO);5. Undang-Undang NoEor 33 Tahun 2OO4 tcnt ng Perirubmgan Kcuarrgan Antara Pemerintsh Puset dan Pemerintah Da.rah (t abaran Ne8ara Republik
Indorre6ia Tahun 2004 Noaor 126, Tarnbaltr,ll r.€Ebaran Ncgard Repubtik Indoncsia Norror 443a);6. Undang_Undana Norm" 12 Tahun 2oll tentffa Pcmbontukrn P€raturan P€lundang-UadanSart (L€mbararr Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2ol1
Noaor 92, Tambahan t Eb€rsn Ncg6ra R.pubuk Indonclia Nomor 5232);
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7' Urdang-Undar{g Noeor 23 Tahun 2014 teotang PcEerint han Daorah (l,eabaran Negala Rcpublik tndoacsia Tahun 2014 NoEor 244, T6mba}r6n
L€mbaran Neaara Republil Indonesia Nomo! 5584 s€b.ri-"-a rclah diubah bcberat'a kali tcrakhi dengai Undan8-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S
tcnt ng Perubahsn K€dua Atas UndtnS-Undang Nolio. 23 fahu,l 2014 tclrt€na Pemerintahan Da€rah (tembaran Neaara Republik Indon€sia Tahun
2015 Nomo! 5a, T6Ebatra,r L€mbara4 [cgara Repubtik Indoncsia Nomo! 5679);

a. Peraturan Pemcrintah Nomo, 58 Tahun 2OOS tert ng Pengelolaan K.uangan Daerah (LEbaran Nctara Republik Indorresia Tahu, 2OO5 Nomor 14O,
Tarnbahan Liabaran Neaara Repubtik tndoacsia Nomor 4574);

9. Peratwan Menteri Dalam Ncaeri Nooo! 13 Tahun 2006 tentanA Pcdoman PenAelolaan Keuangan Daerah, scbaAairoana t€lah diubah beberapa t{ati
tcrakhir d€naan Peraturan Meote Dalarn Neg€ri Nomor 2l Tahun 2011 tcrtana P€rubahan lGdua Atas Peratulan Mcnt€r.i Dalam N.geri Nomor 13
Tahu 2006 t€ntang Pcdo@n Pe!4€lolaan lGuagan Dacrah (B€rita NeAara Republik Indonesia Tahun 2O1t NoEor 31O);

10. Peraturan Menteri D€tam Ncgcii NoBor 39 Tahur 2012 tentanC Perubehan atas Peratu.an M€nteri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 201r tfftsng
Podorrlarr Pcmbelian Hibah dan Ba.otuan Sosial yang b€rsumblr daii Ana8aran Pendapatan dsr Bel,anja Daerah (Bcrita NeSara Republik lrdoncsia
Tahun 2012 Nomor s4o);

11. Peraturan M.nteri Darafl Noge.i Republik lIidortcsia NoEor 33 Tahun 2019 &ntlng ltdoma,r P€fl$rsuran AEasaran Pendapatan dalr Belaqta Daelah
Tahur Angga$n 2O2O (Berits Ncgara Republik IndoElesia Tahun 20 19 Nomor 655);

12. Uadar:a-Undang NoEo, r ?ahua 2020 tcntans IGbijakan l(cuaagan NeAara dan Stabilitas Sistom Leuangan Negara drll Stabilitas Sistca lcuaDgan
untuk Pcnanganafl Pandchi Corcna Virus Dis.as. 2Or9 (COVID-1g) dan/atau Dalem R€ngka M€nghadapi Allcaaan yaru
Perekonomtun Nasional dan/atau Stsbjlitas Si€tem K€uaraan;

13, Peraturan Ment€ri lcuanAan R€publik Indon€sia NoEo! 35/PMK.07I2O20 tdtsna Pe'lg€lolar'r Transf.f ke Daerah dan Darla Desa Tahun AnEgaran
2020 dalam RaiSka Penaflganan Pandemi Corona Virus Di€ea€€ 2Or9 (COVID-1g) dan/atau MenShadapi Ancaman Yang MeEbalrayalarr
Prekonomian NaEionsl fBcrita N€aara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 377);

14. Keputusan Bcrsama M€nteri DalaE Negeri dan Mcntcri ltuuangan Nornor 119/2813/SJ NoEor 177llofl<,O1 /2O2O ldcrlral:lr Pcrccpatan Pca!.c$aian
Anggar6Ir PendaPattn dan B€lanja Dacrah Tahun 2O2O dalarD RanSka Pena1lgarta,r Corona Vi"us Dis.5!€ 2019 (COVID-19), serta PengaEanan Daya
Beli t asyarskat dan PerekonoEian Nasional;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEMANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 8 TAHUN 2O2O
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O2O

Pasal 1

Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2O2O dengan rincian sebagai berikut :
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1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Rp
Rp
Rp

101,713,695,211.50
652,777,291,283.00
133,413,612,O00.00

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2l Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Sosial
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan pemerintahan
Desa

7) BehnjaTidak Terduga

b. BelanjaLangsung
1) Belanja Pegawai
2l Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/ (Delisit)

(L) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerirnaan
b. Pengeluaran

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

257,760,719,069.00

9,621,600,O00.0O
74,O50,900,O00.00

5,2O2,000,o0o.oo

168,779,833,192.0O

Rp 887,904,588,494.50

Rp 585,415,534,493.00
.00

Rp
Rp
Rp

9,01O,472,5OO.00
235,806,679,021.O0

,478,666,700.OO
Rp
Rp
Rp

302,295,919,22L.OO
887,711,352,7 L4.OO

193,235,790.50

L,L56,764,2L9.OO
1,350,00o,000.0o

Rp
Rp
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(2) Penerimaan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (sILpA)
b. Pencairandanacadangan
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan pinjaman daerah
e. Penerirnaan kembali pemberian pinjaman
f. Penerimaan piutang daerah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1.,156,764,219.50

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c. pembayaran pokok utang
d. pemberian pinjaman daerah
e. pembayaran Utang Pihak Ketiga

Pembiayaan Netto
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

1,350,0OO,000.0o

(193,235,781.0O)

Pasal2

Ringlasslr Peajabamn An8gsran Pendapatsn dan B€lanja Daerah tGbupatca Keputauan Aru s6baaaimE ra dimaksud d.arlar:l Pasar r tdcantum drlan t,EEpirsn I pelaturan
Bupati K6pulaua,r Aru

Pasal3

Pcdabaran A8ggaran P€ndapatffr dan Bdanja Dacrah lGbupaten Kepulauan Aru eeb.aqim'nx diEaksud dalaE pasat 1 dirinci lebih lanjut datem l,alaphsn II pcratu.ran
Bupati lcpulauan Aru ini.

PaE€I4

L^ampnan scbagailaana t rsebut delrh Pasal 2 dr,l Pasal 3 acrupa&an bagian yan8 tidah t{pisahkan dari Pcraturatr Bupati Kepulauan Aflr ini.
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ISI - BUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 8 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2A2O ;

LAMPIRAN Ia RINGKASAN APBD MENURUT RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ;

LAMPIRAN II RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BET.ICNJA DAN PEMBIAYAAN;

1

1.1

r.0r .t.l
1.2

r.02.r.r
1 .O2 .2 .1
1.3

r.03.1.r
1.4

r.04.1.1
1 .O4.1 ,2

Uruson Woflb Peloyonon Dosor

Pendldlkon

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kesehoton
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN

PekerJoon Umum don Penotoon Ruong
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perumohon Rokyot don Kow<rson Permuklmon
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UPTD KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

3

2

t8

42

56

63

72

77

8l

19

43

57

64

73

78

1
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1.5

1.05.1.1
r.05.2.1
1.05.3.1
1.6

r.06.t.1
1 .06 .2 .1
2

2.2

2.02.1 .1

2.3

2.03.1.1
2.5

2.05.1.1
2.6

2 .06 .1 .1
2.7

2 .07 .1 .1
2.8
2.08,1.1
2.9

2 .09 .1 .1
2.10

2.10.1.1

Ketenlromon don Kelertlbon umum serto perllndungon Mosyorokot
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Soslol

DINAS SOSIAL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Uruson Woflb Bukon Peloyonon Dosor

Pemberdoyoon Perempuon don Perllndungon Anok
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pongon

DINAS KETAHANAN PANGAN

Ungkungon Hldup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Admlnlslrosl Kependudukon don Copll
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pemberdoyoqn Mosyorokot Deso

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pengendollon Penduduk don Keluorgo Berencono
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Perhubungon
DINAS PERHUBUNGAN

Komunlkosl don lnformollko
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

86

96

t02

r03

114

il3
120

121 127

128 r35

r36 l4r

142 149

r50 r58

l5? 164

r65 174

175 184

82

87

97
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2.11

2.il.r.1
2.12

2.12.1.t
2.r3
2.13.r.r
2.17

2 .17 .1 .1
3

3.1

3.01 .1.1
3.2

3.02.1.1
3.3
3.03.r.1
3.6

3.06.r.1
3.8

3.08.r.r
4

4.1

4 .01 .0 .0
4.01 .1.1
4 ,01 .2.2

Koperosl, Usoho Keclldon Menengoh
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Penonom<rn Modol
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kepemudoon don Olohrogo
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Perpuslokoon
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Uruson Plllhon

Kelouton don Perlkonqn

DINAS PERIKANAN

Porlwlsoto

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Perlonlon
DINAS PERTANIAN

Perdogongon
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tronsmlgrosl
DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN

Urusqn Pemerinlohon Fungsl Penunfong

Admlnlslrosl Pemerlntohon

PPKD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

206

r85

r93

200

207

223

231

245

256

263

212

224

232

246

257

192

199

211

267

269

271

264

246
270
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4 .01 .3 .0
4.01 .3.t
4.O1 .3.2
4 .0t ,3 .3
4 .Ot .3 .4
4 .0t .3 .5
4 .0r .3. 6

4 .01 .3 .7
4 .01 .3 .8
4 .O1 .3. l0
4 .0r ,3. 11

4.Ot.1.t
4.01 .5.1
4 .O1 .5 .2
4 .01 .5 .3
4 .O1 .5 .4
4 .0t .5 .5
4 .01 .5. 6

4 .O1 .5 .7
4.0r.5"8
4 .01 .5 .9
4.0t .5. I0
4.0r.6.r
4 .O1 .6 .2

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
BAGIAN HUKUM DAN HAM
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DPRD

KECAMATAN PULAU-PULAU ARU

KECAMATAN ARU TENGAH

KECAMATAN ARU SELATAN

KECAMATAN ARU UTARA

KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR

KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN

KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR

KECAMATAN ARU SELATAN UTARA

KECAMATAN SIR-SIR

KECAMATA ARU UTARA TIMUR

KELURAHAN SIWALIMA

KELURAHAN GALAY DUBU

272

279

284
288
293
297

302
305

309

313

320

323
331

339

346
357

364
371

378
388

393

404

411

417

278

283
287

292

296

301

304

308

312
319

322

330

338

345
356

363

374
377

387

392
403

410

416

424
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4.2 Pengowoson
INSPEKTORAT KABUPATEN

Perenconoon
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Keuongon
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepegowolon
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.3

l.l
2.1

4.05.1.1

LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

4

4.4

4.5

4

4

4

4

445

452

02 l.l

03

03

o4

04 2

425

432

446

453

468

476

431

467

475

484

1

l
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Pasal 5

Pcratuian Bupati i'ri Eutai berlaku pada tanggal diundanSkan.
Agar setiep oranS a€nSetatruinya, mcmcrint hlEn Pcagundangan Peraturan Bupati Kopulauaa Aru ini d€nAan pcndrpatatrnJra dsl6tn BGrita Dacrah lGh,upat n Kepulauan

Ditetapkan di Dobo
padatanggal 2 Jull 2O2O

/uuvmr
KEPULAUAN ARU,O,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
padatanggal 2 Jub 2O2O

KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

I
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHIIII 2O2O NOMOR 8

SALINAN SESUAI ASLII\iYA
KEPALA DAN HAM,

NOVY SOLISSA
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293 
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